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PROSES penerimaan peserta didik

baru (PPDB) tahun ini kembali

melahirkan polemik. Permasalahan

masih berkisar antara  prestasi, zonasi

dan usia, boleh diterima. Muncul kare-

na dalam proses seleksi calon siswa

yang diutamakan adalah usia, bukan

berdasarkan zonasi maupun prestasi.

Berdasarkan Permendikbud No 1

tahun 2021 tentang PPDB,  peneri-

maan berdasarkan usia bahwa peserta

didik baru kelas 1 (satu) SD berusia (a).

7 (tujuh) tahun atau (b). paling rendah

6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli

tahun berjalan (pasal 4 ayat 1). Calon

peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

harus memenuhi persyaratan: a. ber-

usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun

pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam)

SD atau bentuk lain yang sederajat

(pasal 5) dan calon peserta didik baru

kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK

harus memenuhi persyaratan: a. ber-

usia paling tinggi 21 (dua puluh satu)

tahun pada tanggal 1 Juli tahun ber-

jalan; dan b. telah menyelesaikan kelas

9 (sembilan) SMP atau bentuk lain

yang sederajat (pasal 6 ayat 1).

Beberapa orang tua murid yang

mempersoalkan anaknya yang tidak di-

terima di sekolah tujuan karena me-

mang usianya belum memenuhi syarat.

Bagimanapun pemerintah mempunyai

kebijaksanaan sesuai tujuan pen-

didikan nasional, mencerdaskan kehi-

dupan bangsa. Begitu pula sesuai pro-

gram wajib belajar minimal 12 (dua be-

las) tahun guna meningkatkan pemera-

taan pendidikan dan kesejahteraan

masyarakat. Wajib belajar 12 tahun

sendiri sudah dimulai sejak bulan Juni

2015, karena Pemerintah mengingin-

kan semua anak wajib sekolah dan

Pemerintah wajib membiayai dan

menyiapkan segala failitasnya.

Guna merealisaikan wajib belajar 12

tahun Pemerintah siap melaksanakan

konsekuensi yang timbul. Maka saat

syarat usia direalisasikan,  wajib untuk

sekolah negeri sebagai bentuk tang-

gung jawab. Permasalahan usia menja-

di prioritas dan hambatan bagi peserta

didik yang belum cukup umur

dimungkinkan karena sosialisasi yang

belum merata dan menyeluruh. Butuh

evaluasi komprehensif dari pemerintah

pusat dan daerah agar persoalan ini ti-

dak semakin meluas dan menurunkan

kepercayaan masyarakat.

Mendesak untuk diterima dan

belum cukup umur berarti su-

dah melanggar aturan perun-

dang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara hukum, semua

saja wajib mentaati aturan yang

telah diundangkan. Bila berani

melanggar akan mendapatkan

sanksi yang tegas, aturannya je-

las. Persyaratan usia secara

tegas harus dibuktikan dengan:

a. akta kelahiran; atau b. surat

keterangan lahir yang dikelu-

arkan oleh pihak yang berwe-

nang dan dilegalisir oleh

lurah/kepala desa atau pejabat

setempat lain yang berwenang

sesuai dengan domisili calon pe-

serta didik (pasal 7 ayat 1).

Pada prinsipnya persoalan

batasan usia dibutuhkan kete-

gasan sebagai regulasi terhadap keadi-

lan dalam PPDB itu sendiri. Dalam

PPDB semua sekolah mempunyai visi

dan misi yang sama termasuk keprofe-

sionalan pendidik dan tenaga pen-

didikan dalam pengelolaan. Semua

sekolah layak mendapatkan keadilan

dan kesempatan dalam melaksanakan

KBM. Maka saat muncul desakan pe-

nambahan kuota dengan konsekuensi

penambahan kelas untuk mengatasi

polemik bukan merupakan jalan ke lu-

ar. Karena berimplikasi kepada per-

soalan baru dan menjadi masalah bagi

pengambil kebijaksanaan. 

Pelaksanaan PPDB memang butuh

kepatuhan dan kedisiplinan bersama.❑

*) FX Triyas Hadi Prihantoro,

Pengajar SMP PL Domenico Savio

Semarang

Mengulik Batas Usia PPDB

FX Triyas Hadi Prihantoro

Banyak hajatan abai protokol kese-

hatan, kasus positif-19 di DIY pecah

rekor.

- Kok pecah terus?

***

Satgas Waspada Investasi OJK

memblokir 3.193 pinjaman online ile-

gal dan investasi bodong.

-- Ilegal dan bodong.

***

Emak-emak peserta arisan Hoki

melakukan demo.

-- Arisan lagi.

Haji, Hoaks, dan Panggilan Tuhan
MEMBACA Tajuk Rencana SKH

Kedaulatan Rakyat,  Jumat (11/6)  se-

makin membuka mata kita bahwa

hoaks atau kabar bohong telah menca-

pai taraf mengkhawatirkan. Apa pasal?

Pembatalan pemberangkatan haji

yang sebenarnya murni karena sampai

detik ini pihak Saudi belum mengu-

mumkan penyelenggaraan haji. Arab

Saudi juga belum memberikan un-

dangan haji kepada negara manapun

di dunia. Namun pemberitaannya su-

dah ‘digoreng’ menjadi isu-isu yang

rentan menyesatkan publik.

Paling tidak ada 4 (empat) isu hoaks

seputar batalnya haji tahun ini.

Seperti yang ditulis KR, pertama,

hoaks yang menyebut Indonesia

masih punya utang akomodasi di

Saud. Kedua, vaksin untuk jemaah

haji Indonesia belum diverifikasi

Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO); Ketiga, Indonesia tidak

maksimal dalam upaya mem-

berangkatkan jemaah haji dan

keempat, pasca-Indonesia memu-

tuskan tidak memberangkatkan, di-

kabarkan Malaysia mendapat tam-

bahan kuota 10 ribu.

Berita Resmi

Hoaks bahwa negara kita masih

punya utang akomodasi di Saudi

tentu tak berdasar sama sekali.

Seluruh kontrak pembayaran ako-

modasi jemaah telah dilunasi pada

tahun penyelenggaraan itu juga.

Tentu berbagai perusahaan hotel, ka-

tering dan transportasi Saudi tak akan

memberikan layanannya jika negara

kita memang masih punya utang pada

tahun berjalan. 

Bagaimana dengan vaksin Sinovac?

Seperti berita resmi yang telah

beredar, per 1 Juni 2021, WHO telah

memberikan izin penggunaan darurat

atau Emergency Use Listing (EUL)

kepada beberapa vaksin termasuk

Sinovac yang telah disuntikkan kepada

sebagian besar penerima vaksin

Indonesia, pula kepada calon jemaah

haji kita. 

Lalu disebutkan pula Indonesia tidak

maksimal dalam upaya membe-

rangkatkan jemaah haji tahun ini.

Dalam catatan kami, paling tidak sejak

medio November 2020, Kementerian

Agama dan DPR RI terus membahas

penyelenggaraan haji di masa pande-

mi. Rapat kian intensif dilakukan

Desember 2020 dan Januari 2021.

Tepat akhir Desember 2020, Menteri

Agama Yaqut Cholil Qoumas mener-

bitkan KMA 913/2020 tentang Tim

Manajemen Krisis Penyelenggaraan

Haji 1442 H/2021 M. Diplomasi haji ju-

ga dilakukan Menag Yaqut pada 18

Januari 2021 yakni rapat virtual de-

ngan Menteri Haji Saudi Saleh Benten

yang waktu itu berujar : “Kami masih

terus melakukan kajian untuk dapat

menyelenggarakan ibadah haji seba-

gaimana biasa. Namun keselamatan

dan keamanan jemaah menjadi pertim-

bangan utama.”

Tim Manajemen Krisis juga bekerja

maraton menyiapkan mekanisme

penyelenggaraan haji, lengkap dengan

situasi 2020 dan 2021, penyusunan

skenario mitigasi haji dengan asumsi

kuota mulai 100%, 50%, 30% hingga

25%, 10% dan 5%.  Semua dihitung dan

dipersiapkan secara cermat dan

matang. Tim ini pula yang kemudian

terus melakukan sejumlah rakor de-

ngan Kemenkes, Kemenlu dan WHO

Indonesia. Bahkan akhir April 2021,

Kemenag menggelar bahtsul masail

penyelenggaraan haji di masa pendemi

dengan menghadirkan ahli fiqh Ormas

Islam, akademisi dan praktisi haji.

Terbaik

Indonesia selama ini dikenal sebagai

negara dengan manajemen penyeleng-

garaan haji terbaik di dunia. Hal itu

tak lepas dari perbaikan terus-

menerus yang dilakukan di seluruh as-

pek  mulai dari bimbingan manasik

hingga pengadaan layanan selama di

Madinah dan Makkah. Baik dalam sisi

transportasi, katering maupun ako-

modasi tempat tinggal. Bahkan

Indonesia memberikan perlindung-

an maksimal kepada jemaah yang

diamanatkan kepada petugas haji

khususnya tenaga Perlindungan

Jemaah yang mayoritas anggota

TNI-Polri. 

Banyak di antara negara-negara

lain yang belajar kepada Indonesia.

Saat penulis menjadi anggota Media

Center Haji (MCH) tahun 1439 H /

2018 M lalu, tim misi haji dari India,

Pakistan dan Bangladesh bertan-

dang ke kantor Daker Makkah dan

Madinah untuk ngangsu kawruh’

manajemen perhajian Indonesia.

Haji adalah panggilan-Nya. Ke-

wajiban kita sebagai jemaah untuk

mendaftar. Setelah itu biarlah Tuhan

yang akan memanggil kita dengan

skenario terbaik dari-Nya. ❑

*) H Bramma Aji Putra SKomI,

Humas Kantor Wilayah Kementerian

Agama DIY, Sekretaris PW Forum

Komunikasi Alumni Petugas Haji

Indonesia DIY

H Bramma Aji PutraPinjaman Online Ilegal
KONDISI perekonomian yang

sedang terdampak pandemi Covid-

19 mendorong banyak warga mem-

butuhkan Ôdana segarÕ untuk men-

cukupi kebutuhan sehari-hari. Pin-

jaman online dirasa merupakan cara

cepat untuk mendapatkan uang.

Seperti yang sedang viral beberapa

hari terakhir ini, ada sejumlah  warga

yang terjerat pinjaman online.

Bahkan banyak juga yang terjebak

Ôarisan bodongÕ.

Dalam kondisi seperti saat ini, ada

juga warga yang mencari dana

segar lewat pinjaman online, hanya

untuk memenuhi kebutuhan kon-

sumtif. Itu dilakukan karena proses

pinjaman online lebih mudah dan

lebih cemat. Namun kebanyakan

dari mereka tidak mempertim-

bangkan risiko pinjaman online,

yang juga sering disebut investasi

bodong.

Karena banyaknya kasus terse-

but, Satgas Waspada Investasi

Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK)

kembali menutup investasi bodong

dan memblokir sejumlah fintech

peer to peer lending (P2P Lending)

atau pinjaman online ilegal. SWI ju-

ga kembali mengingatkan masyara-

kat agar tidak mudah tergoda

tawaran pinjaman online dan inves-

tasi mata uang virtual atau uang

kripto yang saat ini sedang digan-

drungi sebagian masyarakat.

Menurut Ketua SWI, Tongam

Lumban Tobing, masyarakat harus

selalu mewaspadai berbagai pro-

gram terkait dengan pinjaman dan

investasi, yang tidak jelas legalitas-

nya. Selain itu, sebelum melakukan

transaksi pinjaman dan investasi,

masyarakat diminta mempelajari

literasi mengenai produk-produk

uang dan investasi.

Dalam kondisi serba sulit, tentu-

nya sangat lumrah kalau masyara-

kat mudah tergiur mendapatkan

uang cepat dan keuntungan berlipat

ganda dalam waktu singkat. Masya-

rakat berperilaku seperti itu cen-

derung mengabaikan logika dan

nalar yang bening.

Terkait dengan masalah pinjaman

dan investasi, kalau dicermati dalam

beberapa tahun ini ada dua kecen-

derungan lapisan masyarakat Ôtanpa

pikir panjangÕ. Pertama, berkaitan

dengan upaya mencari pinjaman

dengan cara mudah dan cepat.

Kedua, menanam investasi yang

menjanjikan keuntungan berlipat

ganda.

Melihat kasus-kasus yang bermu-

culan selama ini, tentu harus ada

dukungan terhadap OJK yang telah

memblokir 3.193 pinjaman online

ilegal. Juga harus diakui, bahwa tu-

juan pinjaman online sebenarnya

adalah membantu dan memu-

dahkan masyarakat dalam urusan

pinjam uang. 

Kenyataan selama ini juga me-

nunjukkan, banyak peminjam yang

abai terhadap tanggungjawab dan

risiko yang harus ditanggung seba-

gai peminjam. Lebih tragis lagi,

banyak yang terjebak di pinjaman

online ilegal.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih par-

tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan

artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan

lewat email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata, de-

ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan foto-

copy identitas. Terimakasih. 
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Bijak Bermedia Sosial
ERA digital ditandai perubahan pe-

rilaku sosial dari tatap muka menjadi

online, serta mengubah tatanan akti-

vitas ke dalam jaringan. Bahkan di

dunia pendidikan pun pembelajaran

dilaksanakan jarak jauh (PJJ), se-

hingga seluruh stakeholder mau tidak

mau, suka tidak suka harus belajar

hal baru terus menerus, termasuk

penggunaan aplikasi melalui android.

Ada rumor kalau dulu Ômulutmu

adalah harimaumuÕ, era abad 21 ini

berubah menjadi Ôjempolmu adalah

harimaumuÕ. Menandakan perlu ke-

hati-hatian dalam bermedia sosial.

Seringkali muncul ujaran kebencian,

berita hoax, tulisan maupun gambar

yang tidak beretika dan tidak se-

harusnya diposting. 

Adanya media sosial tidak bisa di-

bendung dan disensor, filter yang te-

pat sebagai sensor adalah diri sendiri,

tidak hanyut sekadar ikut-ikutan, serta

bisa membedakan baik buruk tulisan

apakah menimbulkan SARA, meny-

inggung individu maupun kelompok,

membuat perpecahan antargolon-

gan. Bagaimana menyikapinya? 

Untuk memenuhi kebutuhan akan

informasi terkini, update memang

diperlukan. Tak heran jika orang

berlomba-lomba untuk memper-

olehnya dan meneruskannya atau

share antargrup maupun WA pribadi.

Kecepatan transfer informasi seolah

menjadi kompetisi. Semakin cepat

mendapat info baru semakin cepat

pula berita di genggaman. Hanya sa-

ja setiap berita yang diterima se-

harusnya dicerna dulu, dipahami.

Apabila tidak menimbulkan perpeca-

han, hoax maupun kebencian baru

bisa diteruskan ke grup lainnya sela-

ma kontennya memberikan motivasi,

kebaikan, solusi sebuah permasalah-

an, dan hiburan yang tidak mengan-

dung SARA.

Apabila komentar harus yang me-

nyejukkan atau yang bisa menginspi-

rasi orang lain, memberikan contoh

kebaikan. Jika ada joke, lelucon, atau

guyonan yang mengajak untuk ber-

buat baik atau mendidik. Apalagi kon-

ten tentang video, animasi, musik

apapun juga tidak mengandung pro-

vokasi.

Andai menerima berita yang tidak

menyenangkan, gambar dan video

yang tidak sesuai dengan norma susi-

la, ada komen-komen yang kurang

menyenangkan maupun berita sete-

lah dilakukan cross check ternyata ti-

dak benar, maka dihapus saja tanpa

harus memberikan komen, atau WA

pribadi dengan tulisan yang santun.

Menjadi pelopor yang bijak berme-

dia sosial, serta mengajak dan mem-

buat tulisan, gambar, video yang bisa

menginspirasi orang banyak untuk

berbuat kebaikan, melakukan aksi in-

ovasi, dan setiap individu bergegas

untuk mengisi konten-konten positif

dalam bermedia sosial, yakin bahwa

antarindividu saling memiliki prasang-

ka baik dan bersinergi, maka akan

menjadikan pola komunikasi, baik

tulisan di media sosial maupun lisan

akan berlangsung dan terjaga de-

ngan baik. 

Marilah android yang ada di

genggaman dimanfaatkan untuk

mengisi tulisan, gambar, video kreatif

serta mengingatkan, dan mengajak

kebaikan.  ❑

Eko Mulyadi MSi, Guru Fisika

SMKN 3 Yogya.


